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MOTTO

" Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belay kasihan Allah,
Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklaoh
(peleksanaan) hukuman mereka disaksikan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama olelh
sehumpulan dari orang-orang yang beriman”,

{ALQur’an Surat An-Nuur ayat 2)

Al-Qur'an dan Tepemahannya., Surat (24) An-Nuur ayat 2 (penehit : Mahkota,
Surabaya 1989)
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RINGKASAN

Sesunggubnya Tuhan Yang Maha Esa dalam menciptakan laki-laki dan
perempuan adalah untuk pasangan hidup sebagai kKhalifah di muka bumi. Dalam konteks
perikehidupan suami isteri, maka laki-laki dan perempuan difungsionalkan untuk
mengembangbiakkan keturunannya demii betlangsungnya suatu rotasi kehidupan yang
sclaras dengan ketentuan hukum  Tuban dan hukum alam. Namun seining laju
perkembangan zaman dengan berbagai aspek sosialnya, maka eksploitisir atas scksual
perempuan  ftelah  dibenarkan oleh salah satu mhak bahkan ada pula vang
memperdagangkannya, vang lazim kita kenal dengan praktek pelacuran Eksistensi dari
pelacuran yang identik  dengan perdagangan perempuan fersebul. sebagaimana telah
disebutkan keberadsannya adalah dikecam oleh masyarakat dikarcnakan cukup
meresahkan. Disamping itu secara hakiki hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap
norma agam dan norma sosial. Oleh karena itu Pemerintah melalui pranata hukumnya
telah memakiubkan pelanggaran, bahkan ancaman sanksi hukuman bagi seorang vang
berprofesi scbagm germo. Adapun permasalahan vang diangkat adalah pertama
Bagaimana peniegakan hukum Pidana tethadap Pelacuran di Pamekasan 7. Kedua apa
sajakah yang menjadi kendala secara yundis vang dialami dalam pencgakan Hikum
Pidana

Adapun tujuan dari penulisan sknpsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah
penegakan hukum terhadap pelacuran di Kabupaten Pamekasan serta untuk mengetahw
kendala hukum apakah yang dialami dalam penegakan hukum pidana terhadap

pelacuran di Kabupaten Pamekasan.




Metode Penelitian vang digunakan dalam penuiisan skripst it adalal yundis
sostologs yanu pendekatan dari sudur normatif yang aninye mengkan permasniahan
berdasarkan |ndang-undang vang berlaku sena dengan pendukung berups wawancara
secara langsung dengan pihak-pihak vang bersanghkutan

Pembahasan yang diambil dalam penulisan skripsi mi sdalih memibahas lentang
undakan hukwm terhadap scomng genmo dan penyidikin yang dilakukan oleh aparm
Penegak Hukum & Pamekasan terhadap germo Adapun kessmpulian dari pembahasan
dintas bahwa pencgakan hukum yang dilakukan oleh aparat pencgak hukum dalam
penyelenggarsan  penegak  hukum  terhadap kssus pelacuran  atan prerdagangan
perempuan, dimana nampak  terkesan kuat sekali keberadaan  kebiakan  dalam
menyikapt bahwa yang ditindak hanvalah tindak prdans pelacuran/perdagangan
perempuan yang dilakukan di luar lokalisasi WTS, sedungkan yang melakukannva
didalam lokalisasi dilegalkan sepert yang terdapn di kota-kota besar dibiarkan kendala
yuridis yang diatami dalam penegakan hukum adalah terhadap para WIS apara penegak
hukum tidak dapat berbuat banyak, dikarenskan udak terdupat saty pusalpun di dalam
KUHF yvang mengancam mdana terhadapnya, akan tetapi terhadap germo/mucikan
mwymmmwﬁmmmupmsmmnm
menindaknya dimanapun si germo/mucikan membuka prakick perdagangan perempuan
saran yang dapat diberikan adalah seyogyanva pemerintali apami Penegak Hukum
berani menentukan sikap untuk memberantas keberadaan prostitus: dengan alan secarn

preventif-edukanf dan represif persuasive baik terhadup WTS maupun germao.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa dalam menciptakan laki-laki dan
perempuan adalah untuk pasangan hidup sebagai khalifah di muka bumi. Dalam
konteks  perikehidupan  suami  isteri, maka  laki-laki  dan  perempuan
difungsionalkan untuk mengembangbiakkan keturunannya demi berlangsungnya
suatu rotast kehidupan yang selaras dengan ketentuan hukum Tuhan dan hukum
alam.

Namun semenjak manusia telah menyepakati terjadinvag  implementasi
seksual terhadap perempuan, disinilah awal munculnya implementasi tubuh
(scksual) perempuan sebagal komodit dan obyek

Tidak diketahwy secara tepat, kapan awal mula keberadaannva. Namun
yang puasti dan abad ke abad seiring laju perkembangan zaman dengan berbagai
aspek sosialnya, maka eksploitisir atas seksual perempuan telah dibenarkan oleh
salah satu pihak bahkan ada pula yang memperdagangkannya

Berbicara tentang perdagangan seksual perempuan, maka secara otomatis
perhatian  kita tertuju pada cksistensi dunia pelacuran yang makin marak
keberadaannva Hal ini disebabkan meskipun masyarakat memandang bahwa
pelacuran sebagal suatu penvakit sosial, akan tetapi kehadirannva merupakan
sesuatu yang tidak dapat dielakkan

Prakiek pelacuran adalah fenomena sosial yang tidak pernah hilang seiring
dengan perkembangan zaman, Meskipun diharamkan oleh semua agama dan
dikecam masyarakat, penvakit sosial yang satu i1 seolah tidak pernah surut. Yang
memprihatinkan kuantitas pelacuran im kian banyak dan keberadaannya hampir
merambah kesemua golongan atau kelas strata masyarakat

Kegiatan pelacuran tersebut menyebar dalam kehidupan masyarakat.

Ada pelacur yang menjajakan dirt di pingir jalan secara liar, ada pula yang
siap menunggu kedatangan lelaki “hidung belang™ di rumah-rumah tidak resmi




B ]

Bahkan tdak sedikit para wanita tuna susila (selanjutnya disebut WTS) kelas atas
yang hanya melavani panggilan ke hotel-hotel

Prakiek suatn akuifitas pelacuran tersebut germo juga memiliki peranan
penting dalam konteks perdagangan perempuan, sebab seorang germo disamping
selaku pengkoordinir para WTS sebagai penjaja scks, 1a lazimnva juga telah
menyediakan atau menyewakan dan mengatur lempat untuk prakiek bersetubuh,
Untuk hal int 81 germo tersebut mendapat hasil atau bagian atas nilal transaksi
praktek dimaksud

Eksistensi pelacuran yang identik dengan perdagangan perempuan tersebut
sebagaimana telah disebutkan keberadaannya adalah dikecam oleh masyarakat
dikarenakan cukup meresahkan. Disamping ity secars hakiki hal tersebut
merupakan pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial. Oleh karena itu
Pemerintah melalu prunuta hukumnya telah memaktubkan pelanpgaran  bahkan
uncaman sankst hukuman bagy seseorang vang berprofesi sebagai germo.

Secara yuridis, tindakan penegak hukum yang seningkali bersifar represif’
untuk menggulung bisnis pelacuran kelas-kelas tingg adalah dibenarkan menuru
hukum: Mengingat ketentuan untuk hal tersebut telah dituangkan didalam pasal
296 KLUHP yang menyatakan bahwa : “Barang siapa yang pencahanannya atau
kebiasaannya vaitu dengan sengaja mengadakan atay memudahkan perbuatan
cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan
atau denda sebanvak-banvaknya Rp. 15.000,-~

Sedangkan didalam pasal 506 KUHP mengatakan bahwa = “Barang siapa
sebagai mucikan mengambil untung dan pelacuran perempuan, dihukum
kurungan sefama-lamanya tga bulan™. Disamping peraturan perundang-undangan
lainnya.

Hal vang menjadi permasalshan sekarang mengapa yang ditangani oleh
petugas hanyalah permo ditempat-tempat mangkalnya pelacuran kelas tunggt saja
" Bukankah tidak sedikit tempat-tempat diluar lokalisasi (misalnya di Desa Galis,
Larangan dan Tamberuh dan lam-lainnya) yang membuka prakteknya dengan
aman 7 Apakah ada perbedaan mendasar yang prinsipil diantara germo dikedua




tempatl tersebut sehingga langkah petupas hanya membatasi pada germo yang
dianggap beroperasi secara liar di luar lokalisas) 7

Menurut hemat penulis, intlah kelemahan vang dimiliki oleh para penegak
hukum kits yvang seringkali mengabaikan persoalan yvang dianggap kecil, padahal
hal vang kecil itu bisa tumbuh menjadi kuman vang sangai subur, Memang bisa
dimaklumi oleh kita bersama bahwa, dana yvang dimiliki oleh pemerintah hanya
lerbatas umtuk  menertibkan  pelacuran-pelacuran vang terlokalisasi, sehingpa
diluar lokalisasi terabaikan,

Dua sisi vang kontradiktif tersebut telah melahirkan lenomena tersendin
dalam perspektif hukum mdana di Indonesia. Konkretnva, jikalau memang
seorang germo iy adalah melunggar hukum, maka dimanapun ia membuka
praktek (secara lar ataupun terkclold di lokalisast) haruslah tetap dipandang
sebugal suatu tindak pidana dan imendapatkan sanks) sebagaimana mestinya

Prostitus: merupakan masalah sosial karena prostitusi merupakan masafuh
sosial dar kehidupan manusia Prostitus) dapat menualarkan penvakil kelamm
seperti Sipilis dan Ardy, dengan mudah dapat menular kepada isteri dan anak-anak
st penderita (Endang Sulistvaningsth, 1995). Melalw hubungan seksual adalah
jalan yang paling mudah umtuk berkembangnya penvakit, schingga WTS vang
terus-menerus melakukan profesinva ity tdak mungkin dapat menghindarkan din
dan serangan penyakit dalam.

Wamita tunasusila selalu berusaha agar lebuh banyak tamu vang datang dan
lebih banyak pembavaran yang diperolehnya tanpa mengingat lagi bahwa
tamunya adalah suami teman sejenisnya, sebabiknva para suami, bapak-bapak
rumah tangpa yang kurang kuat yman hanva menurutkan nafsu dan kesenangan
seksual. akan mudah sekah jatuh ke dalam lembah prostitusi, Penvakit kelamin
dan penyakit menular lainnya yang dibawanva dan lembah prostitusi akan
menular kepada isten dan keturunannya [sterninya akan ikut menderita cacat
jasmani akibatl dan tindakannya.

Prostitusi selamn mengganggu kesehatan masyarakat juga mengganggu
Kesejahteraan keluarga, karena masyarakat diatur oleh hukum berarti prostitusi
mengganggu keseimbangan hukum  Oleh sebab itu sangat perlu dibuat Undang-




Lindang khususnya atau peraturan khusus yang melarang kegiatan prostituss
dengan sanks) pudana berat, dengan adanva Undang-Undang khusus atau
peraturan yang melarang kegiatan prostitusi berarti terdapat “Kepastian Hukum™
tentang kematan prostitusi dalam hukum Indonesia sehingga Undang-undang
khusus tersebut dapat dijadikan “Dasar Hukum™ di dalam menanggulangi masalah
prostiuss.

Prostitus: selalu ada pada semua negara yang berbudava, sejak zaman
purba sampat saat in1, dan senantiasa menjadi masalah sosial, atau menjadi objek
wrusan hukum dan tradisi, Selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industn
dan kebudayaan manusia, turut berkembang pula prostitusi dalam berbagar bentuk
dan tingkatannya. Di Indonesia prostitusi selalu timbu! dan berkembang dan duly
sampail sckarang, dan kemudin melalut kebijakan pemenmah derah setempat
prostitusi ada yang dilarang dan ada vang dilokalisir serta dilindungi pemenintah
setempat Pemerintah  derah melaksanakn  kebyaksanaan yang  dinamakan
lokalisasi pelacuran, sebagar tempat pars wanite Tuna Susila (wis) di tampung
dalam komplek bordil vang hanya dilengkapi dengan sarana-sarana pembinaan
dan pendidikan keterampilan sebagai langkah untuk rehabilitas: dan resosialisasi

Istilah  prostitusi jarang digunakan oleh omang-orang yang sering
melakukan hubungan scks Kat prostitusi banvak digunakan oleh kalangan
akademik untuk memperhalus dan kata pelancuran. Di indonesia banyak istilah
yang digunakan untuk menyebut Wanita Tuna Susila (WTS) dan stilah
kegiatannya hubungan seksualnya. misalnva di Jogjayvakarta dan Jawa Tengah
adalah istilah kenthu dan nggembrik, sedangkan pelakunya disebut lonie atau
gembrk, Di Jawa Timur Khususnya di Pamekasan ada istilah senuk atau sundel
untuk pelakunva, sedangkan untuk kegiatan hubungan melakukan seksualnya
vartu ada vang nyen- onyen, nyenuk.

Penulisan tentang prostitusi mempumyal pengertian prostitusi berasal dan
hahasa latin yaitu pro-stituere atau pro-stauree yang berarti membiarkan diri
berbuat zina, melakukan persundelan, pencabulan, pergendakan, sedangkan
prostitue adalah WTS atau sundel Prostitusi mempunyai pengertian adanya
hubungan seksual dengan imbalan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi
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perdagangan pelacuran. Studi mengenai keberadaan lokalisasi wanita harapan di
Pamekasan mempunyr pengertian adanya atau hadimya lokalisasi yang berada di
Pamekasan. Berbeda dengan “lokalisasi” umumnya vang diatur dengan Perda,
sedangkan lokalisast di Pamekasan tidak demikian. Lokalisasi mempunyai
pengertian  pembatasan pada swatu tempat atau  lingkungan  Pengertian
menyelurub judul skripsi di atas adalah pelayanan hubungan seks dengan imbalan
uang atau hadiah sebagai suatu transaksi vang dilakukan dalam suatu tempat atau
lokalisasi yang berads di Kecamatan Batumarmar dan Larangan Kabupaten
Pamekusan  Lokalisasi tersebut juga merupakan tempat rehabilitasi bagi para
wanita tuna susila dan para mucikan vang berada di Kabupaten Pamckasan

Pembatasan hingkup spesial dalam penulisan skripsi ini adalah Kabupaten
Pamckasun dengan pertimbuangan sebagai berikut, bahwa di kabupaten 1mi hanva
terdapal empal lokalisasi bagi para wamin harapan yang berada di Kecamatan
tersebut diutas.  Tempat ini adalah satu-satunya tempat 1llegal yang digunakan
sebagal tempat penampungan para wanita harapan dan para mucikari.

Penulisan judul i didasarkan ats pertimbangan bahwa — mengenai
prostitust 1mi belum ada yang menulis dalam bentuk  ingin mengetahui
perkembangan lokalisas: wanita harapan khususnya vang ada di  Kabupaten
Pamekasan sebagai tempat rehabilitasi bagi para WTS di Kabupaten Pamekasan

Pendekatan sejarah dapat dikatakan ilmiah apabila mengikuti dan
mempergunakan teon dan metodolog, sedangkan pendekatan vang dipergunakan
dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologi, seperti teon yang dikemukakan
oleh Roucek dan Warren (dalam Kanmullah, 2000: 20) yang mengemukakan
bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajan hubungan manusia dalam
kelompok — kelompok. Aplikasinva adalah dalam lingkungan lokalalisasi ada
beberapa kelompok yang saling bekerja sama dan saling berhubungan. Kelompok-
kelompok tersebut seperti pars wanita harapan, para mucikari, para pembantu,
para tamu. dan para pembina atau tim lokalisasi rehabilitasi serta masyarakat
sckitar lokalisasi,
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Asal usul prostitusi modem di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingea
ke masa kerajaan-Keryjuan Jawa Perdaganpan perempuan pada saal itu
merupakan bagian pelengkap dan sistem pemerintahan feodal. Kerajaan vang
terbesar pada masa Islam adalah Mataram yang terletak di sebelah selatan Jawa
Iengah, kekuasaan raja pada saat 1tu sangmt besar, mereka seringkall dianggap
menguasal segalanya, tidak hanya tanah, harta benda, tetapi juga nvawa hamba
sahaya Anggapan int apabila dikaitkan dengan cksistensi perempuan saat itu
mempunyal arti tersendin Perempuan dalam hal ym dijadikan sebagai simbol
kekayaan dan sebagal sumber cksploitasi, sehingga raja-raja di Jawa kebanyakan
mempunyai selir atau 1stri simpanan. Akibat dan kejadian tersebut maka bnvak
masyarakatl yang meniru kehidupan dar pemimpin untuk memanfaatkan wanita
sebagar sumber kehidupan.

Prostitusy terus berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda
Pada masa itu terdapal peraturan pertama kali diterapkan oleh pemerintah hindia
belanda tentang masalah  prostitust Pemenniah Hindia Belanda mentolerir
prakiek-prakick prostitusi, yang dalam peraturan im, wanita-wanita diwajibkan
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seminggu sekali, jika temyata di antara
mereka ditemui tegangkit penyakit kelamin, mereka harus dibawa ke rumah sakit
dan setelah sembuh dizinkan pulang.

Pada masa kini prostitusi terus berkembang seiring dengan kebijakan vang
dibenkan pemerintah. Pemerintah dalam penanganan prostitusi lebih dipengeruhi
oleh pertimbangan keschatan, keamanan sesuai dengan tuntutan masyarakat
Sampai sekarang di Indonesia belum ada undang-undang yang melarang untuk
menjual jasa scks atau melakukan akufitas yang sejems. Hukum Pidana hanya
melarang bag mereka vang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara
tlegal seperti vang tertera dalam KUHP pasal 296, 297, 506, vang didalamnya
melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur, Meskipun demikian
hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks
di Indonesia, karena larangan dalam memberikan pelayanan seks secara kamersial
sudah ada di dalam hukum negara Dalam peraturan prostitusi im cenderung
diatur dalam peraturan-peraturan daerah, dengan mempertimbngkan aksi dan




reaksi masyarakat setempat alaupun dan orpgamsasi masyarakat baik yng sifatnya
mendukung ataupun menentang.

Aspek penting  kebijaksanaan pemenntah dalam  indusiri seks vang
menonjolkan ketidakpastian status hukum bagi prostitusi di Indonesia adalah
pendinan lokahisasi resmi bagi WS, Lokalisasi modern yang dibangun awal
tahun 1960 merupakan salah satu bagian dari disiplin sosial dan pengendabian
Kompleks lokalisasi resmi itu berada di bawah pengawasan dinas sosial dan
pemerintah dacrah setempat (Murtiningsih, 1999: 35),

Pendirian  lokahsasi vang bertyjuan untuk  merehabilitasi  dan
meresosialisasikan bagi para WTS yang oleh pemerintah Dacrah (PEMDA)
disnggap jalan yang terbaik, sebab dengan adanya lokalisast tersebut, sesuai
dengan harapan pemenntah daerah (PEMDA) adalah tidak adanya parn WTS
vang berkeliaran vang akhimya mengganggu keamanan dan  ketertiban
masyarkaat. Hal im diwujudkan Pemerimtah Kabupten Pamekasan dengan
mengeluarkan Perda No. 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran

Prostitust dianggap penyelewengan sosial karena dalam prostitusi 1
tindakan yang dilakukan seseorang atiu kelompok sosial di luar atau melawan
kaidah-kaidah sosial yang berlaku di dalam masvarakat. Akan tetap undakan
vang negatif m oleh pemenntah perie dilokahsir karena adanva perimbangan
vaitu dengan adanya pemikiran secara  sosiologis dan  ens  dapal
dipertanggungjawabkan jika masvarakat atas dasar im membenarkan secara

hukum beberapa penyelewengan yang terjadh dalam masyarakat

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas Maka dapatlah dirumuskan
permasalahan yang ada secara sistematis sebaga benkut:
| Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelacuran di Pamekasan ?
2. Apa yang menjadi kendala yuridis yang dialami dalam Penegakan Hukum
Pidana 7




1.3 Tujuan Penclitian
Adapun twjuan dari penelitian i adalah:
1. Untuk mengetahu pelacuran yang bagaimanakah di Pemda Pamckasan yang
dianggap melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui kendala hukum apakah yang dimiliki Pemda atau aparat
penegak hukum di dalam menanggulang pelacuran.

1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Pendekatan Masalah

Masalah perdagangan perempuan bilamana dipandang dari aspek hukum,
maka jelas hal tersebut adalah berkaitan erat dengan eksistensi pelacuran atau
prostitusi secara umum. Hal ini dikarenakan substanst vang terkandung didalam
permasalahannya tidak hanva mengandung dimensi aspek sosial Terlebih apabila
tidak berpyak pada pola kerangka berpikir bahwa hukum adalah sebaga
pengimtegrast dan beberapa kepentingan sosial masyarakat sekitarnya

Memperhatikan dan menvimak hakekat dan permasalahan vang ady, maka
di dalam penelitian ini cendrung dipergunakan pendekatan masalah secara
sosiologis-yunidis artinya mengkajt permasalahan berdasarkan undang-undang
vang berlaku sena dengan data pendukung berupa wawancara secara langsung
dengan pihak-pthak vang bersangkutan, sebab dengan memformulasikan serta
mengeleminir kedua terminologn tersebut  sedikit banvak akan mendekati
kebenaran ilmiah,

1.4.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu
a  Bahan primer
adalah sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan
dan hasil wawancara yang merupakan Keterangan-keterangan vang berkaitan

dengan pokok permasalahan.
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b Bahan sekunder
adalah data yang tertulis yang terdapat dan literatur-literatur, majalah,
surat  kabar serta berbagai peraturan perundang-undanean dengan
permasalahan-permasalahan dasar vang lengkap (Soerjono Soekanto 1985

12).

1.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

adalah:

a Observas
Adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek
vang sedang ditehtt kemudian melakukan pencatatan secara sistematis
sehingga akan mempermudah di dalam menganahisa.

b, Studi Literatur
Adalah dengan mempelajan literawr, peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

¢. Studi Lapangan
Adalah pengumpulan duts  yang  diperoleh  dengan  mengadakan
wawancara secara langsung dengan pihak vang terkait (Soemitro,
1590:989)

1.4.4 Analisa Data

Analisa Data yang dikembangkan dalam penulisan sknpsi i adalah
perspekufl normative. Menurut Marzuki (2004:1) pengertian perspektif
normative lalah: analisa yang digunakan untuk mencan pemecahan isu
hukum yang timbul mengenai fakia dan gejala yang ditimbulkan dalam
hubungannya antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan selanjutnya dianalisa dengan memberikan praskripsi mengenai apa yang
seyogyanya atas 1su hukum yang diajukan, sehingga dengan cara demikian
inilah maka dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan




BARB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan vang memerika dan
mengadili perkara-perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa, dengan
Perkara Nomor - 80 / Pid B / 2005 / PN Pks. yang diputus Majelis FHakim pada
hari Senin, tanggal 16 Mer 2005 oleh TERSYAF, S H. Sebagal Makim Ketun
Majelis, SLAMET, S11 Dan AGUS RAHARJO, S H Sebagai Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu oleh SUJARWO DARMADL SH sebagal Panitera
Pengganti serta ANIS SUGIARTL S H. sebapgai Joksa Penuntut Umum. telah
menjatuhikan putusan atas terdakwa vang bermama  TORAH al. BLUNIHA. umur

70 tahun, Tempatftanggal lahir Pamekasan, kelamin Perempuan, suku bangsa
Madura/Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tani. alamat Desa Ponteh Kecamatan
Galis Kabupaten Pamekasan. dengan mengingat dan memperhatikan pasal 296
KUHP menyatakan bahwa terdakwa TORAH al BUNIHA tersebut terbukti
secare sah dan mevakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
“Memudahkan perbuatan cabul™ dan Hakim telah menjatuhkan prdana terhadap
terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.

2.2 Dasar Hukum
| Dalam KUHP tidak ada satu pasal puni vang mengatur tentang prostitusi, akan
tetapt hanya ada beberapa pasal vang berkaitan dengan prostius: | antara lam:
A Pasal 296 KULIP

"Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan
cabul olch orang lain dan menjadikannya sebagai pencahanan atau
kebiasaan diancam dengan pidana pemjara paling lama satu tahun cmpat
bulan atau denda paling banyak Lima Belas Ribu Rupiah”

10
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Adapun unsur-insur vang terdapat dalam pasal 296 KUHP tersebut diatas
adalah sebagai berikut
a) Barang siapa.
Sesuai dengan pendapat Simons, Pompe, Vos maupun Hazewinkel-
Suninga, subyek perbuatan pmdana adalah orang dalam arti sebaga)
persoon (natuurlijke persoon);
b) Memadikan pencahariannya atau kehiasaannya
Bahwa untuk adanya unsur “pencabanannya” disyaratkan si pelaku
menggantungkan  penghidupannya  pada pekerjaan  sebagpai
penghubung percabulan {germo/mucikan ). Dan disyaratkan sebagai
“kebiasaannya”™ jika untuk melakukan penghubung percabulan itu
sudah tdak asing bagi 1 pelaku
¢) Dengan sengaja
Dalam KUHP ndak disebutkan secara jelas mengenai apakah arti
“kesengajaan”  ini. tetapn dalam Memone van Toelichting (MvT)
disebutkan bahwa
“Pidana pada umummnya hendaklsh dijatuhkan hanya kepada barang
siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki
dan diketahui™ { Roeslan Salch, 1983 29 )
Dalam hal ini kesengajaan pelaku 1tu harus ditnjukan pada perbuatan-
perbuatan mengeerakkan atau memudahkan dilakukaannya perbuatan
cabul oleh seseorang dengan orang lainnva, dan membual kesengajaan
tersebut sebagai mata pencahanannya atau sebagai kebiasaannya,
d) Menggerakkan atau memudahkan
Unsur  “menggerakkan™ disyaratkan  bahwa imsiatif  untuk
melakukan percabulan itu datangnya dari si pelaku  Sedangkan
unsur “memudahkan” disyaratkan bahwa imsiauf datangnya dari
orang yang ingin melakukan percabulan,
Menurut  Hoge Raad, harus dipandang sebagai  perbuatan
“memudahkan” dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan,

yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan
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kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan
dengan orang ketiga ( Lamintang Samosir, 1985 . 180 )
e) Perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lamnnya
Pada dasamya KUHP udak merumuskan secara tegas apa yang
dimaksud dengan “perbuatan cabul antara seseorang dengan orang
lainnya™ Namun demikian, pars ahli hukum sepakat bahwa dalam
pengertian pada umumnyva termasuk juga persetubuhan yang dapat
terjadi antara seorang pna dan seorang wanita, antara sesama pna
{homo seks) alau antara sesama wanita (leshian)
Dengan demuikian, hakikat pengertian perbuatan cabul bisa berart
sckedar bercumbu-rayu yang mengarah pada melangpar kesusilaan,
dan juga perstubuhan.
I Dimeam dengan pidana pemjara maksimum satu tahun empat bulan
atau pdana denda maksimum lima belas ribu rupigh
Disim ada dua kemungkinan pidana vang dapat dyatuhkan oleh
hakim, vaitu
- pidana penjara maksimum satu tzhun empat bulan,
- pidan denda maksimum lima belas ribu rupiah
Namun demikian. terhadap pemjatuhan pidana im hakim harus
berorientas: pada pasal 298 KUHP, yakni disamping menjatuhkan
pidana pidana sebagmimana Ketentuan pasal 296 KUHP, juga
mencabut hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 KUHP no. 1-5,
serta mencabut hak untuk melakukan pencahariannva tersebut, vakmi
baik 1a sebagm penghubung percabulan dalam ami calo/makelar
maupun sehagar germo/mucikan.
B. Pasal 506 KUHP
“Barang siapa menank keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita
mengadakan sebagai pencaharian diancam dengan kurungan paling lama

satu tahun™




Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 506 KUHP tersebut
adalah sebaga berikut

)

b)

¢)

Barang swapa.

Uraian sama dengan penjelasan unsur “barang siapa™ dalam pasal 296
KUIP (vide halaman 15)

Sebagai mucikan

Unsur sebagal mucikart dalam pasal im sengaja dipertegas, dikarenakan
pada zaman dulu dan sesual dengan rumusan otentik Wetboek van
Strafrecht (WvS) pengertian mucikan/germo adalah seorang pria yang
sebagian atau sclurub penghidupannya digantungkan kepada seorang
WTS yang merupakan teman serumah atau teman schidup (semen-
leven) vang dianjurkan atau  dipaksanya  melokukan  percabulan
(pelacuran)  dengan  cara membantunyd,  mendampinginyn aau
mencatikan laki-laki “hdung belang” agar memperoleh keuntungan
yang sebanyak-banyaknya,

Namun demikian dewasa i pengertian  mucikan/germo  sudah
berkembang, vakni tidak hanya sekedar menggantungkan hidupnya
kepada WTS teman serumah atau teman sehidup, melainkan juga
penghoordinie para WTS, penvedia menvewakan sekaligus pengatur
tempal prakiek untuk melakukan perbuatan cabul/bersetubuh, dimana
dalam hal yu ia memperoleh hasil/bagian dari nilai transaksi praktek
dimaksud.

Menank keuntungan

KUHP udak menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarmya
dikasudkan dalam pasal 506 KUHP ini, akan tetapi menurut Simons
keuntungan terscbut harus merupakan suatu keuntungan vang sifatmya
kebendaan (materie! voorder), vang lazimnya berupa uang (Simons,
1937 211)
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d) Perbuatun cabul dan seorang wanita
Uratan sama dengan penjelasan unsur “perbuatan cabul” pada pasal 296
KUHP (vide halaman 16). Hanva saja dalam hal il penekanannya
kepada seorang wamita (WTS) vang melakukan pencabulan.

¢) Diancam dengan pidana kurungan maksimum satu tahun
Dalam pasal ini. penjatuhan pidana hanya berupa pidana kurungan
maksimum satu tahun.

Sebapaimana Kita ketabui bahwa, hukum pidana Indonesia melarang
mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks seperti yang
tertera pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 296 dan
506 tersebut diatas. Ketentuan imi tidak ads pengecualian terhadap permo
vang mangkal di dalam maupun di luar Lokalisasi. Ini berartt bahwa KUHP
ndak menempatkan Germo sebagar Badan/Lembaga/Perorangan vang legal
dan tidak dapat disentuh oleh hukum. Dengan demikian keberadaan germo,
apapun alasannva bertentangan dengan hukum positip Indonesia
Yang dimaksud dengan mucikan adalah orang laki-laki atay wanita yang
hidup bersama-sama WTS, yang berfimgs: membantu WTS melakukan
pelacuran. Dan pelacuran tersebut si mucikan memperoleh keuntungan. Jadi
pasal S06 ym tepat sekali untuk dierapkan pada calocalo daripada
prostitusi. Untuk prostitusi pasal 506 im sama sekali ndak tepat scbhab udak
memenuhi unsur-unsur pada pasal 506. Dengan demikian jelaslah bahwa
pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan tidak
dapat diterapkan pada prostitusi sebab unsur-unsur dalam pasal-pasal
lersebut nidak memenuhi  unsur-unsur vang diperlukan  untuk  adanva
prostitus:

Dalam hal itu menanggulang pelacuran di Kabupaten Pamekasan maka
Pemenntah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan peraturan dacrah (Perda)
nomor 18 tahun 2004 tentang larangan terhadap pelacuran.




2. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 Tentang

Larangan Terhadap Pelacuran, dalam pasal 2 memjelaskan :

(1} Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atay menjual din

(2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk:
& Seluruh Kabupaten Pamekasan,

b Semua warga Pamekasan
¢. Semua orang bukan warga Pamekasan, dan/warga asing yvang berada di
Pamekasan

(3) Peluku pelanggaran ketentuan sebapmimana dimaksud dalam ayat (2)

diangpap sebagm pelacur
Sedangkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun
2004 menjelaskan

(1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam  wilayah  Kabupaten
Pumekasan

(2) Bupat) wayib menutup rumah bordil sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang dan bertamu.

Dan ketentuan pidana dan Peraturan Duerah Kabupaten Pamekasan Nomor
18 Tahun 2004 dijelaskan dalam pasal 5 seagai berikut !

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2. diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000.- (Dua
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah).

1.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pelacuran atay Prostitusi

Pelacuran secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang
kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur
wtama dalam praktek pelacuran adalah . pembayaran, promiskuitas dan
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ketidakacuhan emosional (Truong, 1992 = |5, sebagmimana ditulis Majalah
Hakiki, Edisi Perdana . 13 ).

Pelacuran berasal dari penlaku yvang terang-terangan menyerahkan din
pada perzinahan. Sedangkan peramaban itu sendiri berarti perhubungan kelamin
antara laki-laki dengan seorang perempuan, baik salah satu atau keduanva telah
terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Atau dengan kata lain pelacuran
iu berarti penverahan din secara badaniah seorang wanita untuk pemuas laki-laki.
Sedangkan menunt Kartini Kartono (Kartim Kartono, 1993 16), pelacuran
dibag 3 (tiga)

| Prostitust adalah penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls atau
dorongan seks yang udak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk
pelampiasan  nafsu-nalsu  seks tnpa  kendali dengan  banyak orang
(Promiskuitas) disertan eksplomasi komersilisas seks yang pupersional tanpa
eleksi sikapnya.

Pelacuran merupakan peristiwa pempualan diri (perundalaom) dengan jalun
menjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banvak orang
untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran

3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atan laki-laki vang menyerahkan

badannya untuk berbuat cabul seeara seksual dengan mendapat upah.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18
Tahun 2004 tentang larangan terhadap pelacuran Dalam Kabupaten Pamekasan,

I

vang dimaksud dengan pelacuran adalah nindakan melanegar kesusilaan melalu
perbuatan seksual vang tidak sah dengan imbalan atau tanpa imbalan tertentu

Prostitusi juga disebul sebagai Kejahatan kesusilaan Kesusilaan adalah
dasar-dasar atau perbuatan-perbuatan yang mengatur tingkah laku manusia dalam
pergaulan kemasyarakatan, denpan adanva kesusilaan berart imbul perlindungan
terhadap kepentingan orang-orang di dalam masyarakat

Berdasarkan hukum mdana vang dimaksud kesusitaan adalah kesusilaan di
bidang seksual, perasaan malu yang berhubungan dengan kehormatan kesusilaan.

Yang dimaksud dengan kehormatan adalah kekhususan dan penycrangan
terhadap dan yaitu penyerangan badan dalam lapangan sexuil. Kehormatan dalam
arti yang umurm tidak termasuk disini (Ruslan Saleh, 1994 | 32).

Sebugar contoh kejahatan kesusilaan yaitu “penculikan dan overspel” yang
dilakukan oleh pemuda-pemuda tanggung yang gagal studinya kemudian mencan
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kompensasi dengan membentuk prup-grup vang bertujuan berhura-hura, mencari
pemuasan sexuil.

Menurut A. 5. Alam (A. 5 Alam, 2000 : 20). pelacuran adalah suaiu
tindakan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan
kelamin dengan jemis kelanmin lain dengan mengharapkan bayaran baik berupa
uang ataupun bentuk lam.

Menurut Endang Sulistianingsih (Endang Sulistianingsih, 1995 25),
dalam pelacuran terdapat dua tingkatan yaitu pelacuran tingkat tingg dan
pelacuran tingkat rendah. Mercka yang tergabung dalam pelacuran tingkat tingyi
kebanyakan mempunyar pergaulan yang luas, cara hidup modern, serta pendidikan
yang lebih Unggl danpada pelacuran tingkat rendah. Pelacuran tingkat tinggi
dilakukan secara rahasia. ndak semusa orang mengetahu) dimana dan bagaimana
mercka menjalankan  kegiatannya. Biasanya tempat-tempat yang  digunakan
pelacuran tingkat tnggl berupa rumah-rumah makan/restoran, toko bunga, hotel-
hotel dan lain sebagainya.

Sebaliknya dengan pelacuran tngkat rendah yang dilakukan secara
terbuka, hampir semua orang dapal mengetahut dimana dan bagaimana cara
melakukan kegiatannya. Mercka yang tergabung dalam pelacuran tingkat rendah
kebanyakan hanya tamatan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama bahkan
banyak vang buta huruf Imbalan jasa maupun upah pembavaran vang mercka
terima tidak banyak, cara hidup mereka sederhana, lebih-lebih tempar vang
digunakan kotor dan jorok.

Pelacuran menurut Truong (Truong, 1992: 45), adalah praktek hubungan
seksual sesaat. vang kurang lebih dilakukan denpan siapa saja, untuk imbalan
berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah: pembayaran,
promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional. Sedangkan menurut Purnomo dan
Siregar, pelacuran adalzh penistiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak
laki-laki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu
seks s1 pembayar yang dilakukan di luar permikahan. Sedangkan vang dimaksud
dengan pelacur, wanita tuna susila, wanita penjaja seks, kupu-kupu malam, balon,
sundal, lonte, cabu adalah wanita yang pekerjaannya menjual din kepada siapa
saja atau banyak lelaki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual.



Menurut Rukmini (Rukmini, 1996 - 32), pelacuran adalah wanita yang
menyewakan badannya kepada laki-laki untuk mendapat bayaran berupa uang,
guna pemuasan seksual

Menurut  Akbar (Akbar, 1992 : 25) berpendapat, pelacuran adalah
perempuan yang menyediakan din kepada banyak orang untuk mengadakan
hubungan kelamin

Ada suaty pengertian bahwa, suatu prostitusi semua perempuan untuk
semua laki-laki, mereka melakukan perbuatan tersebut di tempat-tempat terbuka
ataupun tertutup (legal ataupun ilegal). Tindakan wanita-wanita tuna susila (WTS)
itu betul-betul merendahkan martabatnya kaum wamta dan  merupakan
penghinaan yang hesar bagi kaum wanita sendin

Menurut Karting Kartono (Kartim Kartono, 1993 - 223, jenis prostitusi
dibagi menurut aktivitas yaitu terdaftar dan tidak terdaRar

a Prostitus) terdaflar
Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian yang dibantu dan
bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan keschatan pada umumnya
mereka dialokasikan dalam suatu daerah lertentu Penghuninya secama periodik
harus memeriksakan din pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan
suntikan serta pengobatan sebagar tindakan kesehatan dan keéamanan umum,

b. Prostitusi tidak terdaflar
Termasuk dalam kelompok adalah mereka vang melakukan prostitusi secara
gelap-gelapan dan har, baik secara perorangan maupun kelompok Perbuatan
tidak terorganisir tempatnya tidak tertentu Bisa di sembarang tempat, baik
mencan “mangsa” sendin, maupun melalw calo-calo dan panggilan mercka
tidak mencatatkan din pada yang berwajib schingga keschatannya sangat
diragukan, karena belum tentu mereka mau memeriksakannya ke dokter.

Dalam Suatu aktivitas pelacuran dikenal juga istilah Germo atau mucikan.
Untuk disebut sebagai germo dalam pasal 296 KUHP, ada sejumlah unsur vang
harus dipatuhi vaitu: menyediakan tempat yang menvediakannya perbuatan cabul
termasuk  persetubuhan, melakukan sebagai mata pencahanan tetapnva.
mengambil setengah sebagan penghasilan WTS yang diperoleh dari melacur,
sebab seorang germo juga berprofesi sebagar pengkoordinir para WTS sebagal
penjaja seks.




Menurut A, S Alam (A, S. Alam, 2000 - 27), berpendapat bahwa germo
adalah germo atau bakiau yang sehari-hari banmvak disebut dengan panggilan
mami, tante, dan sebagminya adalah orang yang mata pencahariannya baik
sambilan atau sepenuhnya, mengadakan atau turut serta, mengadakan, membiayai,
menyewakan, membuka dan memmmpin serta mengatur tempat untuk prakiek
pelacuran yakm dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya pelacur
dengan langganannya.

P'rostitust selain bertentangan dengan Pancasila juga bertentangan dengan
nilai-nilai, yaitu nilai baik dan buruk, Pengertian nilai baik dan buruk antara lain
disebutkan dalam hukum Tslam yang bersumber dan Al-Qur’an dan Hadits Naby
Muhammad, di dalam Al-Qurian tidak ada ayat vang menyebutkan prostitusi
tetapi hanya mengenal perzinaan, Pengertian perzinaan lebih luas danpada
prostitusi, dengan kata lain prostitusi adalah salah satu bentuk perzinaan dan
dibukum dengan seratus kali pukulan (Al-Qur'an dan tenemahannya Surat An-
Mur ayat 2 )

Prostitust selain merupakan masalah sosial, juga merupakan Kejahatan

kesusilaan vang merusak generast muda, keluarga dan masyarakan

2.3.2 Pengertian Lokalisasi dan di Luar Lokalisasi

Sudah menjadi kenyataan dalam sejarah bahwa perkembangan lokalisasi
kota seperti vang berada di Jakana yaiu di Kramat Tunggak yvang merupakan
lokalisasi paling besar dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok. Dy Selo pada tahun
1916 terdapat lokalisasi vang berada di Kampung Silir, demikian jugae di kota
Surabava terdapal terletak Dolly, Jarak dan di Semarang vang terletak di Sunan
Kuning Berbagai di pinggiran kota

Kompleks lokalisasi resmi itu berada di bawah pengawasan Dinas Sosial
vang merupakan kantor kesejalteraan sosial di tmgkat kota madva, akan tetap
kompleks-kompleks pelacuran lamn yang muncul secara tidak resmi tanpa
persetiquan darnt pemenntah setempat tidak mempunyal hubungan langsung
dengan Program Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial
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Menurut Trawan, Fen dalam sknpsinya yang berjudul “Prostitusi Gelap
Jember di Timjau dari Segt Hukum dan Sosiologis Lokalisasi” adalah ;

| Sebagar wadah atau tempal untuk menampung para masalah tuna susila

2. Scbagai nilai maksudnya adalah lembaga tersebut mempunyai milar yang
diciptakan oleh lembaga sebagai latar belakang dan tujuannya yang berupa
program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan seperti kegiatan
pendidikan mental (Agama, Keterampilan, Bimbingan dan Penyuluhan)

Fungsi dan lokalisasi yaitu

a. Menampung para WTS dan para mucikar dalam lokalisasi ini harus bisa
mentaati svarat-syarat seperti tujuan dan rehabilitasi dan resosialisasi

b. Memberikan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendidikan terhadap para WTS
dan para mucikan misalnya pendidikan mental, olah raga, PKK. keseman dan
kesehatan

Selamn lokalisast mempunyar fungs: dan juga tujusn yaitu:

4. Untuk menjaubikan masyarakat umum, terutama anak-anak puber dan pengaruh
mmuoral prakitek-praktek prostitust

b, Menghindan dan pangpuan-gangguan kaum pria hidung belang 1erhadap
wanita baik-baik

c. Memudahkan pengawasan pada WTS terutama mengenal kesehatan dan
keamanannya, memudahkan tindakan preventif dan kutatif terhadap penyaki
kelamm

Tugas vang harus dilaksanakan tim  lokahsasi im1  adalah harus
melaksanakan berbagai kegiatan antama lain, sehagai berikut

a. Mengadakan penelitian identitas terhadap semua penghum lokalisasi prostitus:,

b. Menjamin keamanan baik dalam maupun di luar kompleks lokalisasi.

¢ Mencegah orang atau anak vang sewajamyva tidak boleh masuk ke lokalisasi
sesuat dengan twuan lokalisas:,

d. Menyadarkan dan mengarahkan semua penghuni lokalisasi baik Wanhar atau
mucikan agar mencani nafkah di luar bidang prostitusi dengan jalan
memberikan penerangan, pendidikan, dan keterampilan yang dipakai sebagai
pegangan hidupnya di tengah masvarakat,

¢. Kepada petugas keschatan agar memberikan suntikan supaya diikuti seorang
dokter untuk tugas dokter untuk mengadakan pemeriksaan para WTS yang
kemungkinan ada penyakit menular.



f Dalam tugas ini tim lokalisasi dan rehabilitasi prostitusi bertanggung jawab dan
melaporkan kepada Bupat Kepala Daerah, Kepala Kantor Departemen Agama,
Kepala Dinas Sosial serta Instansi-instansi yang terkait

Lokalisast it sangat berperan dalam menangani masalah-masalah sosial
dan nyata bahwa prostitusi in1 merupakan penyakit masyarakat akibat dari sceala
sostal yang fak lepas dan perubahan budaya dan teknologi Prostitusi vang
mengganggu kehidupan masyarakat dan merusak sendi sosial dan sulit untuk
diberantas maka PEMDA Kabupaten Pamekasan melalui Peratumn Daerah
Kabupaten Pamekasan No. |8 Tahun 2004 mengatakan tentang larangan terhadap
pelacurun, Akan tetapi sudah menjadi kenmyataan bahwa pekerjaan melacur
merupakan suatu gejala dalam masyarakat yang tidak pernah hilang bahkan makin
bertambah sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

Iromsnya dengan dalth agar mudah dikontrol maka vang berwenang
melokalisir prostitust sudah sepakat bahwa melihat prostitus: sebagai sisi hitam
dalam kehidupan sosial vang dapat diberantas begitu saja Semua dihadapkan
pada hal yang mengaburkan dan dihadapkan pada ukuran penilaian sosial yang
bergeser dalam ketidakpastian, selain itu tergantung dari sist mana kita melihat
dan memahaminya. Sudut pandang akan menentukan bentuk dan warna sebagai
objek, namun gejala perbuatan jual bely seks ndak pernah berubah dan abad ke
abad dalam keadaan atau pun perang prostitusi tetap berjalan,

Terlepas dan banyaknya pengangguran dan tuntunan ekonomi maka hal
ini merupakan sebagian dan hal-hal yang menyebabkan adanya wania-wanita
menjadi WTS Banvaknva wanita pedesaan vang dating ke kota untuk
mewujudkan impian yang muncul dan balik rasa lapar. Mereka sebenarnya kaum
urbanis yang terlempar dari desanya Karena sumber kehidupannya di desa, mereka
unggal sudah tidak lagi memberikan kemungkinan untuk  mendapatkan
penghasilan yang lavak guna menghidupi keluarganya. Pekerjaan sebagar WTS
dilakukan oleh wanita-wanita pedesaan sebagai kaum urbanis, vang diakibatkan
terdesaknya para pekerja pedesaan keluar lapangan pekerjaan di desa, sehingga
membual mereka berpaling ke kota untuk memperoleh pekerjaan scbagai tempat
mencari nafkah keluarga. Para wanita pedesaan dengan bermodalkan kemudahan




dan bentuk tubuh yang menank mereka menuju ke kota menjalani pekerjuan
melacur

Lapangun kerja di kota memang merupakan impian bagi wanita-wanita
pedesaan yang hdak memiliki ketrampilan kena, belum pembiayaan dan
langgungan  keluarga yang membual mereka semakin terpojok.  Prostitusi
nampaknya menjadi sumber pendapatan yang berarti Duan hasil penelitian
menunjukkan bahwa prostitust memuliki penghasilan yang paling tinggm di
Pamekasan

Prostitist tdak dapat diberantas dan sulit untuk ditanggulangn  atau
ditolenr. Prostitusi semakin ditekan maka mengakibatkan bertumbuhnya prostitus:
verst baru yang semakin semarak Seperti halnya di Kabupaten Pamekasan yang
marak akan bentuk pelacuran dan rumah bordil vang ilegal sepertt yang terjadi di
Larangan, Batu Marmar dan di Pusat Kota Arek Lancor yang terjadi pada malam
har, dengan semua itu sangat mengoton dan mencemarkan keindahan dan
ketertiban kota

Walaupun di Kota-kota besar menempuh cara lokalisasi sebagai usaha
untuk mencegah maupun memberantas prostitusi, tapi cara tersebut ternyata tidak
membawa hasil yang diharapkan
Adapun alasannva i1alah

a. Tujuan yang baik itu lama kelamaan akan menjadi tujuan komersiil.

b. Petugas ndak mungkin dapat membatasi pengunjung sehingea akhimya anak-
anak mudapun masuk dalam prostitusi

¢. Ternyata diluar kompleks masih banyak WTS

d Dan jumlah prosentase yang meninggalkan kompleks lokalisasi kebanvakan
tidak menjadi baik tapi hanya pindah ke kota lain dan mereka tetap sebagai
pelacur (Irawan Feni, 1990 : 35).

Berdasarkan alasan tersebut di atas jelaslah bahwa lokalisasi tidak
membawa hasil yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakal Hasilnya
tetap sama sepert ketika belum diadakan lokalisasi.

D1 samping itu dengan lokalisasi sebenamya akan membawa efek lain
vang fidak menpuntungkan yaitu;

1) Dengan lokalisasi berarti membentkan angin baik dan memberi kesempatan
pada prostitusi untuk tetap lidup dan berkembang,




23

) Dengan lokalisasi maka disamping member kesempatan pada prostitusi juga
seolah-olah Pemda sebagai penyelenggara prostitusi.  Lebih-lebih dengan
ditariknyva pajak sckian persen dan hasil lokalisasi maka hal 1u akan membawa
pengaruh tidak kecil pada perbaikan mental penghuni-penghum lokalisasi.
Mereka akan beranggapan bahwa profesi sebagai WTS temnyata produktif,
mereka mersa tkut andil dalam pembangunan

3) Karena merasa profesinya produktif, WTS cenderung tetap bertahan pada
profesinva, tanpa ada imsiatif untuk menjadi warga masyarakat yang baik
dengan rezeki yang halal (Irawan Fen, 1990 ° 37)

Pengerian diluar lokalisat menurut Karimullah di dalam sknipsinva yang
berjudul “Perdagangan Perempuan dalam Prespektift Kitab Undang-LUindang
Hukum Mdana yang Berkattan Dengan Pelacuran Diluar Lokalisasi™ adalah suatu
praktek prostitusy yang berada diluar areal (prostitusi liar) semisal di pinggiran,
pelacuran terselubung dipanti pijat serta tempat-tempat lain dan sebagainva
kanmullah, 2000 : 50).

Wewenang Pemda dan Aparat Penegah Hukum didalam menanggulang:
pelacuran di Kabupaten Pamekasan adalah
a. Pihak Kepolisian

1. Melakukan Penvidikan
Menurut pasal | ayar 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan
dalam Undang-Undang ini unluk mencari serta mengumpulkan bukii dan
vang dengan bukti 1tu membuat terang tentang tindak pidana vang terjadi
dan guna menemukan tersangkanva

1. Melakukan Penangkapan
Menurut pasal | ayat 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan
penyidikan berupa pengekangan sementara wakiu kebebasan tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup buku guna kepenungan penvidikan atau
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menunut cara vang akurat
dalam Undang-Undang 1n1.




3 ‘Menyerahkan para PSK ke Pengadilan Negeri disertai dengan menyerahkan
herkas perkara guna ditindak lanjuti oleh pihak pengadilan dalam hal ini
prostitusy, Dapat dilakukan melalui ;

I. Tipiring (tindak pidana ringan)
2. Dukinm ke Panti Rehabilitasi
b, Pihak Pemda (Kantor Kesejahteraan Sosial)

Wewenang Kantor Kescjahteraan Sosial ataw vang dikenal dengan Kantor

Dinas Sosial di Kabupaten Pamekasan adalah |

Memberikan pembinaan-pembinaan kepada para PSK. kemudian oleh Kantor

Kesejahteraan Sosial dikinm ke Panti Rehabilitasi Sosial Karya Wanita

“NGUNDHI RAHAYU™ di Kabupaten Kedin, JI Semeru No. 297, Di Pant

Rehabilitast Sosial Karya Wanita, mercka mendapat pembinasn-pembinaan

yang meliput

a. Pembinaan mental spiritual keagamaan,

b. Pembinaan kerajinan menjahit,

. Pembinaan kerajinan potong rambut,

d. Pembinaan kerajinan masak-memasak.

Dan diharapkan apabila nantinya mercka sudah keluar dari Panti Rehabilitasi,

mereka dapat diterima oleh masvarakat

Para WTS tersebut vang dikirim ke Panti Rehabilitasy Sosial Karya Wanita

“NGUNDHI RAHAYU", disana mercka dididik selama 6 bulan guna

mendapatkan pembinaan-pembinaan yang berguna bagi mereka nanti setelah

mereka keluar dan Panti Rehabilitas.

2.3.3. Pengertian Germo atau Mucikari

Dalam suatu aktivitas praktek pelacuran, tersebut puls apa yang disebut
dengan germo atau mucikari yang memiliki peranan penting dalam konteks
perdagangan perempuan Sebab seorang germo disamping selaku pengkordinir
para WTS sebaga gejala seks, 1a lazimnya juga telah menyediakan atau
menyewakan dan /atau mengatur tempat uniuk praktek bersetubub, dimana untuk
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hal ini $1 germo atau mucikarni tersebut mendapat hasil/bagian atas nilai transaksi
praktek dimaksud.

Eksistensi dan pelacuran yang idenuk dengan identik dengan perdagangan
perempuan tersebut, sebagaimana telah discbutkan keberadaannya adalah dikecam
oleh masyarakat dikarenakan cukup meresahkan. Disamping itu secara hakiki hak
tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma agam dan norma sosial. Oleh
karena 1w Pemerintah  melalui  pranata  hukumnya  telah  memaktubkan
pelanggaran, bahkan ancaman sanksi hukuman bagi seorang yang berprofesi
sehagal germo/mucikari.

Secara yunidis gebrakan petugas adalah dibenarkan menurut hukum,
mengingat ketentuan untuk hal tersebut telah dituangkan didalam pasal 296
KUHPyang mengutukan bahwa * Barang siapa yang pencahariannya - atay
kebiasaannys yaitu dengan sengaja mengadakan atay menudahkan perbuatan
cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau dends
schanyak-banyaknya Rp. 15000.-

Sedangkan didalam pasal 506 KUHP mengatakan bahwa “barang siapa
sebagal mucikant mengambil untung dan  pelacuran  perempuan, dihukum
kurungan selama-lamanya tiga bulan, disamping peraturan perundang-undangan
latnnva

Oleh karena itu konkretnya seorang germo itu tetap melanggar hukum
dimanapun 1a membuka prakiek baik sccara liar maupun vang lerkelola di
lokalisasi haruslah tetap dipandang sebagai suatu tindak pidana dan mendapatkan

sanksi sebagaimana mestinva,

2.3.4. Prosedur Pengiriman Para Wanita Tuna Susila ke Panti Rehabilitasi.
Tim penangeulangan pelacuran yang terdirt dari kepolisian, Satpol PP dan
Kantor Dinas Sosial terichih dahulu melakukan razia di tempat-tempat vang telah
ditentukan, hasil razia terhadap pelacuran diseleksi oleh Kantor Dinas Sosial dan
dibantu juga oleh Dinas Keschatan dan Kantor Departemen Apama Pamekasan
dengan tujusn masing-masing, Kalau Kantor Dinas Sosial bertujuan  umtuk

memilih para PSK yang akan dikirim ke Panti Rehabilitasi dan biasanya kalau




masth usia muda umur 30 tahun kebawah dikinm ke Panti Rehabilitasi, akan
tetap kalau umur 40 tahun keatas dikembalikan ke keluarganya Kantor Dinas
Kesehatan bertujuan umtuk memeriksa kesehatan para PSK dan memberikan
suntikan guna mencegah penyakit kelamin. Departemen Agama bertujuan
memberikan pembingan-pembinaan masalah spritual/agama sebelum  mereka
dikirim ke Panti Rehabilitasi

Setelah para PSK tersebut diseleksi oleh Kantor Dinas Sosial kemudian
pihak Kantor Dinas Sosial Pamekasan memben kabar kepada Panti Rehabilitasi
melalur telpon dan menjelaskan berapa orang yang akan dikirim Pada waktu
penginman para PSK didampingt dari Kantor Dinas Sosial sebanyuk 2-3 orang
dan dari prhak Kepohsian dan Satpol PP sebagai keamanan dan disertal surat
pengantar dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan ke Panti Rehabilitasi,
karena panti Rehabilitasi yvang ada di Kedin tersebut milik Kantor Dinas Sosial
Propenst Jawa Timur, maka hanya menggunakan surat pengamtar saja dan semua
baya selama ada di Panti Rehabilitasi ditanggung oleh Gubernur Propensi Jawa
Timur, akan tetapi biaya penginiman dan tap Kabupaten ke Panti Rehabilimsi
ditangung oleh Pemda, Kamor Dinas Sosial, Kepolisian dan Satpol PP di
Kabupaten Pamekasan




BAB Y

PENUTLP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan pembahasan  sebagaimuna  telah

dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah duarik kesimpulan atas

uraian dan bahasan tersebut adalah sebagai berikut -

Bahwa ¢ dalam penegakan hukum terkandung makna kekuman, yatu
kekuasaan yang harus ada untuk dapat dijalankannya fungst hukum, sehinggea
penegakan hukum mempunya kaitan vang erat antara hukum dan kekuasaan
Makni kekuasaan di dalam penegakan hukum haruslah dimtegrasikan secara
posinf, yakm diperpunakan sebagm sumber kekuatan vang menggerakkan
masyarakat untuk berada dalam lingkungan tatanan hidup berssima yang damai
dan terib  Kekuasaan dalam penegakan hukum  dimaksudkan  unuk
melaksanakan atau menerapkan hukum atas dasar kekuasaan yang diberikan
oleh hukum. dan kekuasaan vang disalurkan seria dibatasi oleh hukum. Oleh
Karena itu terdapat kontradiksi di dalam pola penyelengparaan penegak hukum
terhadap kasus pelacuran atan perdaganpan perempuan, dunana nampak
terkesan kuat sekall keberadaan kebijakan dalam menyikapi bahwa yang
dindak hanyalah tmdak pdana pelacuran/perdagangan perempuan vang
dilakukan di luar lokalisast WTS, sedangkan yang melakukannya didalam

lokalisasi dilegalkan seperti vang terdapat di kota-kota besar dibiarkan

i8




2 Bahwa kendala yundis yang dialami dalam penegakan hukum adalah
tethadap para WTS apara penegak hukum tidak dapat berbual banyak,
dikarenakan tdak terdapat satu pasalpun di dalam KUHP  yang
mengancam pidana terhadapoya, akan tetapr terhadap germo/mucikan
pasal sudah jelas dan tegas, sehingga tidak ada alasan bagi petugas untuk
tidak menindaknya dimanapun si germo/mucikan membuka praktek
perdagangan perempuan. Disamping itu kondisi penegak hukum yang
sedemikian pada akhimya telab melahirkan fenomena tersendin dalam
perspekul penegakan hukum pidana di Indonesia Khususnya di Kabupaten
Pamekasan terhadap kasus perdagangan perempuan. |erlebih apabila kita
mengkajinya dan dimensi penegakan hukum dulam sistem peradilan
pidana. dimana ketentuan-ketentuan postulat hukum dalam KUHP adalah
berlaku posistif terhadap siapapun orang/persoan yang berada di wilavah
tertorial Repubhik Indonesia dengan tidak membedakan jems kelamumn,
agama. kedudukan dan pangkal, terkecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan,

B. Saran-saran

Adapun saran-saran vang dapat sava kemukaksn sehubungan dengan
permasalahan tindak pidana terhadap pelacuran di luar lokahsas: adalah sebaga
benkut
I Mengingat bahwa tindak pidana perdagangan perempuan dewasa i

menunjukkan kecendrungan semakin meningkat saja, maka demn memeliham
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ketertiban dan ketentraman masvarakat khususnyva kaum wanita sevogyianva
Pemenmal dan Aparat Penegak Hukum berani menentukan sikap untuk
memberantas keberadaannya dengan jalan secara preventif-edukatif dan
represifl persuasif baik tethadap WTS maupun terhadap germo/mucikari

Mengmmpgat bahwa pada hakekainva hukum memiliki kekvatan mengatwr dan
memaksa demi tercapainva tujuan hukum ity tersendin, maka sarana dan
prasarana hukum beseria perangkatnya sedapal mungkm diefekulkan untuk
mengatasi distorsi perihal perdagangan perempuan, diadakan deskeiminalisas
atau hidak sama sckali perlu dipenegas dengan amran vang jelas dan tepas
pula. Selanjutnya implementas) dan penegakan hukum it dituangkan kedalam
sistem peradilan Pidana (crummmal jusice sistem) vang terdin dan masing-
masing komponen fungsi bepolistm sebagm penyidik. Kegaksaan sebagai
Penuntut Limum, Hakun sebagm pihak vang mengadill dan memutuskan
sanksi pidananya, dan lembaga kemasyarakatan untuk memasyarakatkan
kembali para terpidana, vanp kesemuanva bekerja secara terpadu dan

koordinatif untuk menanggulangs kejahatan
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PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL

JALAN KH. AGUSSALIM NOMOR 44 TELP. (0324) 322336

PAMEKASAN 69313
_—————— e ——

SURAT TUGAS
NO.. 462 3/ 97 /441 306/2003

Dalam rangka Pembinaan lanyuw dari kegiatan Razia Pelacuran di Kabupaten
Pamekasan vang dilaksanakan pada tanggal, 19 Maret 2005 dengan ini

MENUGASKAN
Kepada |
MNAMA LUKMAN HHAKIM
NTP 510 096 649
JABATAN Staf Seksi Rehahilitasi Sosial

Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pamekasan

Untuk Mengantarkan 3 Orang Pelacur yang sudah diseleks: { Sebagaimana Daftar tetlampir )
ke Panti Rehabilitass Sosial Wanita * Npudi Rahayu * Kedin untuk mendapatkan Pembinaan
dan rehabilitasi Sosial.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinva

Pamekazsan, 21 AMaret 2005

TEMBIISAN

Yth. Sdr Kepala Dinas Sosial
- Propinsi Jawa Timur

/ Di Surabaya

-




DAFTAR NAMA PELACUR YANG SUDAH DISELEKS]

HASIL RAZIA KABUPATEN PAMEKASAN
PADA TANGGAL 19 MARET 2005

Mo Nama Uimur Alamat Ket
I | LISA 20 Ds Sumber Tengah Kab. Bondowoso -
2 | ANIK 12 | Ds. Ds Dampit Kab Malang -
3 | BUTIK iy Ds. Klakah Kab Lumajang
- —— S S e

Pamekasan, 21 Maret 2005

prs . SUKA

Pembina
NIF 510 063

b

HDJOTONM.SI




ADILAN NEGERI PAMEKASAN

JL. TRUNOJOYO KOTAK POS 48 KUTIPAN PUTUSAN PIDANA
/ PAMEKASAN ( Pasal 226 ayat (HKUHAP)
Nomor: B3 Pid B 200 % /PN Pks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Megeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana

dengan cara pemeriksaan Binsajgagiet dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berlkut atas perkara lerdakwa ¢

MNama Lengkap . PORAE g, U, MINA

Tempal lahir di  Pamekaann

Jenis kelamin ' Pepengtion

Kebangsaan © indongela - =

Tempat tinggal * Dese Ponteh, Tsoanehon Oalis, Trtopedm Porlencenis
3 Agama Y ZTelem

Pekerjaan - fant

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 80 Mesed 2008 campal sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, dst ;

Setelah mendengar, dsi ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal mmi

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa , TCE0R o2 Wy WA lersebut dintasTmk terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdalwa temsebut oleh kan '{J’ itu dengan pidana
penjara selama ; # {8ua) Wl dm 19 (3ina beles) hexd

- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikuranghan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

ST putusan Hakim karena tempidana belum lewal
B T e e e T melakukan

. Menstapkan supava terdakwa tetap ditahan/sE eSS RO ST et
(AT



o b
/ (2)

s
- Menetapkan supaya barang bukti berupa ;
L
R (dun) s knoury 2 (dua) ueh mored de 2 (duo) tash Yedel  Gtronpos —
/ uckuk dmeadiin §
- Membebankan blaya perkara sebesar Rp. 1:1.1'.‘.0,- (oeain rupted)
kepada terdakwa :
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari:_8enimn tanggal __ 16 Hed 2005 oleh XERIT A Y, 8.
Wl
sebagal Hakim Ketus Majelis, SLAMR n.jf' B

dan _ A0 JURARID, §&e

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untul Umum oleh Hakim *Ketua Majells lersebuy

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SIJANO DA Willy 3le  pooiors
Penanantl, dihadapan JHI0 SUDTAITS, Sdls '

: ijn.g_eu daksa Penuntl
Umum dan dihadit aleh terdakwa.

sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan pada han ilu juga putusan

e
% P Y,
Hakim-Hakim Anggota, fiuicf 7 '"":1\ akim Ketua Majelis,
KY ¥Is
@ !L.'.-] oAt £
1 SLOOR NIALy Do St
Y. 400E44T, ZIRBT AF, 8.
-f"'d_ﬂ-_\_/—/}g
2 MFIE RATAEID, Dalle
T RN,
Panitera Penggantl.
G c

( EJJ._.'I-.G mrq. Zdle

BT ks

Putusan tersebut telsh / B&®R mempunyai kekuatan hukum tetap karena Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa menyatakan menerima bailk / PAUFERWE terhadap putusan  tersebut dintns pada tanggal
16 el 2001,
Kutipan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum
AITS STOTAEX, He memenuhi  permintaannya dengan  lisan / SF9F tanggal
6 s 2003 untuk diperqunakan sebagaimana mestinya

)

Panitera Penggantl.
Z

[
e

|

( WITARHO DANHATE, 84, )
T oaoomme:




DATA NAMA -NAMA WTS YANG BERADA
DI KABUPATEN PAMEKASAN r

Yd

NIP. $10 063 042 .

L KEC. PAMEKASAN
|

1. I'IN 20 Pamekasan

2. JUMATIYAH 21 Pamekasan

3. EFFAT 35 Pegantenan — Pamekasan

4, NORHAYATI 27 Pegantenan Pameknsan :
- I'ls 25 Pegantenan — Pamekasan

6. HOSNIYAH 3l Palenpaan — Pamekasan

7. GENTI ( JUM) 21 Tanjung Pademawu - Pamekasan

8. |susi 25 Sumencp

9. FATIMA 40 Simenap

10. | AMINA 32 Jember

1. | NUNUNG 29 Jember

12, | REMIN 30 Bayuwangi

13. | SABINI 29 Bondowoso

14. | YULIATIN 26 Besuki

15. | EMMA 29 Tanggul - Jember

16 | ISMIYATI 21 Situbondo

II° | KEC. LARANGAN

1. | NURHASANAH 35 Sampang

Z FATIMAWATI 33 Sampang

3, | SRI WAHYUNI 32 Situbondo

4. | ERNA 28 Situbondo

5, YULL 30 Jember

G, SUM 32 Jember

7. | NINGSTH 22 Talang Agung

8. JUM 20 Besuki

Y, NANLK ra] Besuki

10. | WINARNI 18 Batu
11. | SUKARTINI 22 Lumanjang
12 | SUPRAPTI 20 Pamckasan

I | KEC. BATUMARMAR

1

1. |sRi 39 Jember -

2. | MARYATI 40 Jember |
3. | SURYANI' 18 Kalimatan i

|
= ~—_Pamekassn ., Jznnad 2004
L ] Are” ; .



PEMERINTAH .I{.ABUPATEH PAMEKASAN

PERATURAN DALRAI KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAFIUN 2004

TENTANG
LARAKGEN TERHADAP PELACURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA

BUPATI FAMZKASAN,

oy

Menimhang bahwa da'am rangka optimalisasl pemberanlasan praklek pelacuran
dalam wilayah Kabupalen Mamekasan hingga ke akar-akarnya, perlu
mengambil langkah-langkat nyata dengan memperkatal upaya

pengawissan dan pengendaliannya |

i bahwa berfasarkan partimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf &,
peru  membentuk  Peraluran Daerah  tenlang Larangan Te:hadap
Pelacuran |

Mengingal 1 Undang Undang MNomar 12 Tahun 1650 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupalen Dalam Lingkungan Fropinsi Jawa Timur
(Lemburan Neqjura Repullik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) ,
Undang-Undang Nomar B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemarintahan Daarah
{Leribaran Negara Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
~ Nomor 3839) |
4. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
5. Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 [enlang.
Teknik Penyusunan Peraluran Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraluran Pemerintah dan
- Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 19599 Nomor 70 ) ;

ra

Dengan persetujuan : ! }
DEWAN PERWALILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Meanatapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
LARANGAN TERHAUAP PELACURAN |
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BABE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraluran Diaerah ini yang dimaksud dengan

1. Bupall adalah Bupall Pamekasag.

¢ rmpos Sadan Pengawas adilah Kepala Badan Pengawss Kabupalan
Famekasan,

3 Kepala Kantor Polis| Pamong Praja dan Perindungan Masyarakal, adalah
Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyaraka?
fabupalen Famekasan,

4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dasrah
Kabupaten Famekasan.

5 Pelacuran adalah tindakan melanggar kesusiiaan melalul perbuatan

seksual yang lidak sah dengan imbalan slau lanpa imbalan larteniu.

Pelscur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran.

Rumah Bordil adalah rumah atau ruangan tedutup yang dijadikan lempal

pelayuran

= CT¥

BAB |l
KETENTUAN LARANGAN f
Bagian Pertama
Pelacuran
Pasal 2

(1) Satiap orung dilarang melakuk n parbuatan melacur atau menjual din,

(2) Larangan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) heraku
uniue
a. selunih kabupalan Pamikasen |
b semuawaiga Famekasan |
¢. semua orang bukan wa'ga Pamekasan dan/ warga asing yang berada

di Pamakasar | '

(3) Pelaku pelanggaran kelenluan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2)

dianggap sebagai Pelacur

¥

* Bagian Kedua -
Rumah Bordil
Pasal 3

(1] Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kahupaten

Pamekasan ;

{2) Bupali wajib menutup rumah bordll sebiagaimana dimaksud dalam ayal (1)
dan menyatakan terlarang bagi siapapun untuk datang atau bertamu.
{3) Pengacualian ketenluan setagaimana dimaksud dalam ayat (2) beraku

bagl .

a. penghuni/pamilik rumaii ;

b. kelunrga penghunifpenilik umzh sebagaimana dimaksud dalam
hurul 2 sampai dengan derajal kedua (sepupt) dan keluarga yang
disebabkan karena perkawinan ;

c. merzka yang karena luntulan tugas jabalannya diharuskan berada di

«rumah dimaksud |
{4) Ketentuan penulupan cebagaimana dimaksud dalam ayat (9
dilaksarakan dengan Keputusan Bupati.

e
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;| _“_" 'k 0T Poepastabury |

BAB 7 | 0l IAS JEMSER
KETENTUAN PENGAWASAN |
" Pasal 4 A

t
(1) Pengawasan alas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilugaskan kepada ;
a Kepala Bagan Pengawa: |
= ' b. Kepala Bagian Hukum |
¢ Kepala Kanlor Satusn Paolisi Pamong Praja dan Perlindungan
Masvarakat
(2] Pejabal sehagaimana dimaksud dalam ayal (1) berhak memarksa dan |
alau memasukl rumah-rumah L ang ﬂlﬂuﬁa nimah bordil bersama-sama
Aparat Kepolisian,
(3) Pemilik rumah atau yang berlanggung jawab alas rumah sehagamuna
dimaksud dalam ayat (2}, wajitt memberikan izin masuk dan memberikan
keteranoan-kelerangan yang diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal §

_{1] Pelanggaran larhadap ketenluan Pasal 2, diancam dengan pidana
kurungar paling lama 3 [liga) bulan atau denda paling' banyak
Rp. 2.500.000,00 (dua jula lima ratus ribu ruplah).

{2) Pelanggaran lehiadap ketenluan Pasal 2 ayal (1), diancam dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
5.000,000 00 (ima juta rupiah)

BAB V.
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 8

Dengan berlukunya Peraturan Daerah Inl, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat || Pamekasan Nomar 2 Tahun 1979 dinyalakan tidak bedaku.

Pagal 7

Hal-hal yany belum dialur dalam Peraluran Daerah Inl s2panjang mengenal
leknis pelaksanaannya, akan dialur lebih lanjul oleh Bupati

Pasal &

Peraturan Daerah inl mulal berlaku pada langgal diundangkan,

~ /vgar-2etiag arang mengelohuinsa, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dserah il wengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pamakasan,

" Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2374

BUPAT! PAMEKASAN,

o

ACHWAD SYAFII

HARTO MANURI WIRJO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUM 2004 NOMOR 6 SERI E




